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KABUPATEN ACEH UTARA

ACEH UTARA
l{N 2010

TENTANq

PERUBAHAN ATAS QENUU KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2
TAHUN 2OO8 TENTANG SUSUNAN ORGANT9ASI DAN TATA KERJA

DINAS KABUPATEN ICEH UTARA

BISMTLLAH IRRAHMANTRBAHTM
DENGAN RAHMAT ALLAH YaTTq MAHA ESA

BUPATI ACEH IITARA,

Menimbang a

9rr/-,

QANUN KABUPATEN
NOMOR & TAH

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan dan mendukung
tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dan sesuai
lenga1 Undang,Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentar;g
Pemerintahan Aceh, setta Peraturan pemerintah Nomor 4i
Tahun 2007 tentang Qrganisasi Perangkat Daerah telah
ditetapkan Qanun Kabupgten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2OOg
tentang susunan organigasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Aceh Utara, namun setelah dievaluasi dan pengkajian dalam
implementasi hasilnya ti(ak efektif dan efisien sehingga pnrls
dilakukan lang(ah-langkah penyesuaian --d"ngan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pep'timbangan sg[ageimana dimaksud
pada huruf a perlu mempentuk eanun Kabufaten Aceh utara
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor
2 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kabupaten Aceh Ulara;

b

Mengingat 1. Undang-undang Nomor Darurqt z rahun- lgs6 tentang 
,Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten Dalari '.

Lingkungan Daerahpropinpi surnatera utara (Lem'baran Negara
Republik lndonesia Tahun '1956 Nomor sg, Tambahan Lemblrin
Negara Nomor 1092);

2. undang-undang. Nomor Q Tahgn 1g74 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lnJonesia tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3041) sebaqaimana telah d-iubah oengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun lggg tentang perubahan alas
Undang-Undang Nomor B Tahun 1gl4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 3890);
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3, Undang-Undang Nomor M Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1g9g Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Homor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan-LEmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 3f Tahpn 20M tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negala Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telaf diubah beberapeJ<ali, terakhir
dengan Undang-Undang Nompr 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor S2Tahun2O!4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 3p Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerab
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negqra Republik lndonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Femerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomot
4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah,
Pemeritahan Daerah Prpvinsi, dan Pemerintiahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reputttlk
lndonesia Nomor 4737);

9. Peraturap Pemerintah Nonlor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Nggara Republik lndd"nesia Tahun
2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4741);

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organlsasi Perangkat Daerah;

11.Qanun Ae,eh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tala Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Noqor 03, Tambahan Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Daryssalpm Nomor 03);
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149)
diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 angka 2, angka 5, angka 9 dan angka 16
diubah, angka 3, angka 14, dan angka 19 dihapus, sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas-Dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

1. Dinas Syariat lslam;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
3. Dihapus;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Bina Marga;
8. Dinas Cipta Karya;
9. Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral;
10. Dines Perindustrian dan Perdagangan:
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;.
12.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
'14. Dihapus;
15. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
16. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
lB.Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
19. Dihapus.

1

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (3) dihapus, ayd (1)
huruf d, huruf e, huruf f, ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (4) huruf a,
ayat (5) huruf a ayat (6) huruf b dan huruf c diubah, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

J,

)
t.

Dengan PersetuJuan Beeama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATI ACEH UTARA

Memutuskan :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN
2OO8 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH UTARA.
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Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat lslam, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Dihapus;
d. Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah;
e. Bidang Pemberdayaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

lbadah;
f. Bidang Bina Hukum Syariat lslam dan Pendidikan Dayah;
g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Dihapus.

(4) Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah, terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan lbadah;
b. Seksi Dakwah dan Syi'ar lslam;
c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.

(5) Bidang Pemberdayaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
lbadah, terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan Harta Agama, Peningkatan Sarana dan
Prasarana lbadah;

b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat lslam. ,l

(6) Bidang Bina Hukum Syariat lslam dan Pendidikan Dayah, terdiri
dari :

a. Seksi Perundang-Undangan Syariat lslam;
b. Seksi Bimbingan, Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Syariat

lslam;
c. Seksi Bina Pendidikan Dayah

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berlcunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas Syariat lslam mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan,

penyiapan pra rancangan Qanun yang berhubungan dengan
pelaksanaan Syariat lslam serta mendokumentasikan dan

menyebarluaskan hasil-hasilnya;
b. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan

pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan
pelaksanaan Syariat lslam;

c. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan

ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya

serta penyemarakan Syiar lslam;
4
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e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbinga.
penyuluhan dan pengawasFn pelaksanaan Syarlat lslam;

f. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnyatentanl
pelaksanaan Syariat lslam dan penyebarluasannya serta
menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum
lainnya;

g. pelaksanaan pembinaan pendidikan dayah;
h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yapg diberikan oleh Bupati sesuai

tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 8
berikut:

diubah, sehingga Pasal 8 berlcunyi sebagd

Pasal E

Untuk menyelenggarakan fungsi qebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Dinas Syariat lslam mempunyai kewenangan :

a. menyelenggarakan administrapi umum dan keuangan
dilingkungan Dinas Syariat lslam;

b, merencanakan program di bidanq Syariat lslam;

c. melestarikan nilai-nilai lslami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan

Syariat lslam;
e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat lslam;
f. melakukan pembinaan pendidikan dayah;
g. melakukan kerjasama dengan lembagalembaga penegakan

hukum syariat; dan
h. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil

Qu/an (LPTQ)

5. Ketentuan BAB lV Pasal 10 ayat (1) huruf g dan huruf h diubah
dan ditambah 'l (satu) huruf yaitu huruf i serta ditrambah 'l (satu)
ayat yaitu ayat (7), sehingga BAF lV Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut :

BAB IV

DINAS PENDIDIKAN, PEMVDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Susunan dan (edudukan

Pasa! l0
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,

terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporqn;

/
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d. Bidang Pendidikan Pra S6kolah, Madrasah Dasar dan Luar
Sekolah;

e. Bidang Pendidikan lvfadrasah Menengah Pertama dan
Menengah Atas;

f. lldang Sarana dan Prasaranq Pendidikan;
g. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD);
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiridari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; -_-/b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengefrdalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiridari :

a. Seksi Penyusunan Program;
b. Seksi Data dan lnformasi;
c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pendidikan Pra Sekolafir, Madrasah Dasar dan Luar
Sekolah, terdiri dari :

a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
h. Seksi Pra Sekolah dan Madrapah Dasar;
c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

(5) Bidang Pendidikan Madrasah Menengah Pertama dan
Menengah Atas, terdiridari :

a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
b. Seksi Madrasah Menengah Pertama;
c. Seksi Madrasah Menengah Atas.

(6) Bidang Sarana dan Prasarana Pqndidikan, terdiri dari :

a, Seksi Sarana dan Prasarana Pra Sekolah dan Madrasah
Dasar;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Menengah Pertamrf
c. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Menengah Atas.

(7) Bidang Pemuda dan Olah Raga, |erdiridari :

a. Seksi Kepemudaan;
b. Seksi Olah Raga;
c. Seksi Sarana dan Prasarana.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal
11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal tl
(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat

Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah lGbupaten Aceh
Utara di bidang Pendidikan, Pemsda dan Olah Raga.

(2) Dinas Pendidikan, Pemupa dan Olah Raga dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berqda di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

7. Ketentuan Pasal 12 diuball sehir;gga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:
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Fasal 12

Dinas Pendidikan. Pemuda dan plah Raga mempunyai tugas
melaksanakan tugas umum Pemeflntahan dan pemb..i$rnan C
bidang Pendidikan dan pengalaran, pemuda dan olah raga.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 1!-hef&ynyi sebagai
berikut:

Fasal {3
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan
pengajaran, pemuda dan olah raga;

b. penerbitan rekornendasi pprizinqn dan pelaksanaan pelayanan
umum dibidang pendidikan dan pengajaran, pemuda dan olah
raga;

c. Pelaksanaan ftebijakanaan pembinaan dan pengembangan
dibidang pendidikan dan pengajaran, pemuda dan olah raga;

d. penyelenggaraan pendidikan madrasah dasar, madrasEih
menengah, madrasah lanjutan dan pendidikan luar sekolah;

e. pengkoordinasian pelaksanaan . program pendidikan dan
pengajaran, pemuda dan olah raga;

f. pembinaan terhadap unit pglaksana teknis dinas; dan
g. pengelolaan dibidang ketatBusahpan dinas.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

Fasal '14

Untuk menyelenggarakan fungsi $ebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga mempunyai
kewenangan :

a. mengembangkan dan mengatur berbagaijenis, jalur dan jenjang
pendidikan serta menambah materi muatran lokal sesuai dengen
Syariat lslam;

b. mengembangkan dan mengatur l-embaga Pendidikan Agama
lslam bagi pemeluknya di berbagai jen-is, jalur, dan jenjang
pendidikan i

c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan
mahasiswa dari masyqrakat minoritas, terbelakang dan atau
tidak mampu;

d, menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokoUmodul
pen(idikan untuk Tama4 Kanak-kanak, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;

e. mendukung/membantu penyelepggarakan Pendidikan Tinggi
selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatBn
tenaga akademis;

I. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau
penataran guru;

g. merencanakan dan me4gendqlikan pembangunan regional
secara makro bidang Pendldikan. Pemuda dan Olah Raga;
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h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan
dan pengajaran;

i. mengalokasikan dan meningkatkan sumber daya manusia
potensial di bidang penidikan, kepemudaan dan olahraga;

j. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan olah
rtrga yang bersifat nasional, regional, intemasional dan kegiatan
olah raga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, instansi serta
kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga;

k. memelihara sarana dan plaaErlana kepernudaan dan
keolahragaan serta pengaturan penggunaannya;

l. memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan
iln operasional penggunaan sar,lna dan pmsarana kepemudaan
dan keolahragaan;

m. melaksanakan pemungutan restribusi atas penggunaan sanana
atau prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

n. menyiapkan bahan standarisasi harga satuan aarana olah raga;
o. melakukan fasilitasi pembinaan pemuda dan olah raga;
p. memberikan bantuan sarana dan prasarana olah raga kepada

sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi
kepemudaan dan keolahragaan; dan

q. menyusun progftm kerja di bidang pendidikan, pemuda dan olah
raga.

l0.Ketentuan tsAB V Fasal 16,17,18,19,20 dan Pasal 21 dihapus. .

'l1.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c, ayat (2) hunrf a, huruf b
diubah dan ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a serta ayat (7) hunrf c
dihapus, sehingga Pasal?2 berbunyi sebagai berikut:

8 r{

Pasl212

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b, Sekretariat;
c. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
d. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
e. Bidang Anggaran;
f. BidangPerbendaharaan;
g. Bidang Akuntansi;
h. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah;
i. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (Kuasa BUD)
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan,

(3) Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan terdiri
dari:
a. Dihapus
b. Seksi Bagi Hasil Pajak;
c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak Dan lain-lain Pendapatan.



t;1(4) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

a. Seksi Pendapatan dan Penetapan;
b. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian.

(5) Bidang Anggaran, terdiri dari :

a. Dihapus;
b. Seksi Penyusunan Anggaran;
c. Seksi Pengendalian Anggaran.

(6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

a. Seksi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai;
b. Seksi Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pengawai;
c. Seksi Belanja Langsung.

(7) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
a. Seksi Akuntansi Penerimaan;
b. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
c. Dihapus.

(B) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri dari :

a. Seksi Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan;
c. Seksi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

l2.Ketentuan BAB Vll, Pasal 28 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (2)
huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b
diubah, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ayat (4) huruf c, ayat
(6) huruf c dihapus, sehingga BAB Vll Pasal 28 berlcunyi sebagai
berikut :

BAB VII

DII.IAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Dlhapus;
d. Bidang Pendataan Penduduk;
e. Bidang Pencatatan Sipil;
f. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Penduduk;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Dihapus.

(4) Bidang Pendataan Penduduk, terdiri dari :

a. Seksi ldentitas Penduduk;
b. Seksi Pendataan dan Mutasi Penduduk; dan
c. Dihapus.

9 t



(5) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :

a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
c. Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan

Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan.

(6) Bidang Pengeioiaan Data dan Dokumen Penduduk, terdiri dari :

a. SeksiAnalisa dan Dokumen Peduduk;
b. Seksi lnformasi Kependudukan;dan
c. Dihapus.

l3.Ketentuan BAB Xl Pasal 52 ayat (1) huruf g dan huruf h diubah
dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i serta ditambah 1 (satu)
ayat yaitu ayat (7), sehingga BAB Xl Pasal 52 berbunyi sebagai
berikut:

BAB XI

DINA,S PENGA.IRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINER,^A.L

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 52

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya
Mineralterdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang lrigasi, Rawa dan Pantai;
e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;
t. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
g. Bidang Pertambangan dan Energi;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :

a. Seksi Data darr lnfornrasi;
b. Seksi Penyusunan Program;
c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang irigasi, Rawa, dan Pantai, terdiri dari :

a. Seksi lrigasi;
b. Seksi Rawa;
c. Seksi Pantai.

(5) Bidang Sungai, Danau dan Waduk, terdiri ciari :

a. Seksi Sungai;
b. Seksi Danau dan Waduk;
c. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.

(6) Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari :

a, Seksi Operasi Pengairan;
b. Seksi Pemeliharaan Pengairan;
c. Seksi Pemberdayaan Pprkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A).
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(7) Bidang Pertambangan dan Energl, terdiri dari :

a. Seksi Pertambangan Umum;
b. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
c. Seksi Migas, Listrik dan Pemanfaatan Energi

14.Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal
55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Minerat adatah
perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara di bidang Pengairan dan Energi Sumber
Daya Mineral.

(2) Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

l5.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 54

Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai
tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
di bidang pengairan dan energi sumber daya mineral.

i6.Ketentuan Pasai 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya ft{ineral mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausaliaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang pengairan, pertambangan

dan energi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

d. penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan pengairan,
pertambangan dan energi termasuk perizinan dan pelayanan
umum;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengairan, pertambangan
dan enei'gi;

f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

/
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lT.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55, Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral
mempunyai kewenangan :

a. merumuskan kebUakan operasional dibidang pengairan,
pertambangan dan energi;

b. menetapkan standar pengelolaan pengairan, pertambangan dan
energi;

c. menyediakan dukungan keria sama dalam pengembangan
pengairan, bendungan dan danau;

d. meliksanakan operasi dan pemeliharaan .iaringan irigasi dan
drainase serta bangunan-bangunan pelengkapnya mulai dari
bangunan pengambllan sampai kepada saluran percontohan
sepanjang 50 m dan bangunan sadaP;

e. mengurus perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau
pembongkaran bangunan-bangunan, saluran jaringan, prasarana

dan sarana pengairan;
f. melaksanakan pembangunan perbaikan jaringan utama irigasi

beserta bangunan pelengkaPnYa;
g. menyusun rencana penyediaan air irigasi. n

h. menyiapkan kebijakan teknis di bidang pengairan, pertambangan

dan energi, air tanah, permukaan dan reklamasi lahan bekas
pertambangan;

i. melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pengairan'
pertambangan dan energi;

j. melaksanakan pemungutan retribusi di bidang pertambangan

dan energi;
k. menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang

pertambangan dan energi;
l. melaksanakan pelayanan umum di bidang pertambangan dan

energi;

18. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf c dihapus, ayal (2) huruf a,

huruf b, ayat (4), ayat (6) huruf a dan huruf b diubah, ayat (3)

dihapus, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi
terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Dihapus;
d. Bidang Produksi lndustri dan Pengembangan Usaha;
e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
f. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

t2

Pasal 58

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
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(3) Dihapus.

(4) Bidang Produksi lndustri dan Pengembangan Usaha, terdiri dari :

a. Seksi lndustri Kecil dan Kerajinan;
b. Seksi lndustri Kimia dan Agro;
c. Seksi lndustri Transportasi dan Aneka.

(5) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :

a. Seksi Pengadaan Penyaluran Barang;
b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
c. Seksi Bina Usaha Perdagangan.

(6) Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari .

a. Seksi Pengembangan Ekspor;
b. Seksi lmpor;
c. Seksi Promosi dan Pemasaran.

l9.Ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (2) huruf a,
huruf b, ayat (4) huruf b, huruf c dan ayat (5) huruf c diubah serta
ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Dihapus;
d. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
e. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Dihapus,

(a) Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
terdiri dari :

a. Seksi Organisasi dan Manajemen;
b. Seksi Badan Hukum dan Kaderisasi;
c. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah.

(5) Bidang tJsaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

a. Seksi Bina Usaha Koperasi;
b. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha.

(6) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri dari :

a. Seksi Fasilitasi Simpan Pinjam;
b. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
c. Seksi Akuntabilitas dan Penilaian Pembiayaan.

{,
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20.Ketentuan BAB XIV Pasal 70 ayat (t) huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g dan huruf h, ayat (2) huruf a dan huruf b dirubah
dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i serta ditambah 1 (satu)

ayat yaitu ayat (7), sehingga BAB XIV Pasal 70 berbunyi sebagai
berikut :

BAB XIV

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 70

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

Pangan;
d. Bidang Bina Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
e. Bidang Pengembangan Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
f. Bidang Produksi dan Usaha Peternakan;
g. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman
Pangan, terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Lahan;
b. Seksi Perlindungan Tanaman;
c. Seksi Pengkajian lklim dan Tata Guna Air.

(4) Bidang Bina Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
b. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
c. Seksi Perbenihan.

(5) Bidang Pengembangan Usaha Tani dan Pengolahan Hasil,
terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis;
b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil;
c. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

(6) Bidang Produksi dan Usaha Peternakan, terdiri dari :

a. Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Teknologi Budidaya
Ternak;

b. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
c. Seksi Pembinaan Usaha Petemakan dan Pemasaran Hasil.

(7) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,
terdiri dari :

a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan;

b. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
c. Seksi Kesehatan MasyarakatVeteriner.

14
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2l.Ketentuan Pasal 71 ayd (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal
71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7l
(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan adalah

Perangkat Daerah sabagai unsur polaksana Pernerintah Dasrah
dibidang pertanian tanaman pangan dan petemakan.

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jauab kepada Bupati melalui SEKDA

22.Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasl72 berbunyi sebagai
berikut:

PasEl 72

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan mernpunyai
hpas melaksanakan trgas umum penrerintahan dan pembangunan
di bidang pertianian tanaman pangan dan petemakan sesuai
peraturan perundang-undangan.

23.|(etentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73

Untuk rnenyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
menpunyai fungsi :

a perumusan kebiiakan bknis dibidang pertanian tanaman pangan
dan petemakan;

b. penerbitan rekomendasi perizinan, pernbinaan usaha dan
pelaksanaan pelayanan umum dibilang pertanian tanaman
pargan dan petemakan;

c. pengelohan dibitlang ketatausatnan dinas;
d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalbn dan

pembinaan, pengprnbangnn serta peningkatan pertanbn
tanaman pangan dan petemakan;

e. pembinaEn Unil Pelrksana Teknb Dinas; dan
f. pebksanaan tugas.tugas kedinrean binnya yans diberikan oblt

Bupati sesuai dengan bilang ttgBs dan furUnsinya.

24.Ketentuan Pasal 74 diubah, sehirpga Pasal 74 berburryi sebagai
bedkut:

Pas.l 74

Unbk menyelerggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dabn
Pasal 73, Dinas Pedanian Tanarnan Pangan dan Pe*ernakan
mempunyai kevrenangan:
a. menyusun perencanaan dan melakukan per6erxdalbn

pembargunan secara makro di bidery pertanian lan€man
pangan dan peternakan;

b. menetapkan standar pelayanan minimal dahn bidarg pertanbn
tanaman pengan dan petemakan;
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c, merr@kan stardar@ perturddr tanffii
pangian dan peternakan;

d. rnelalq*an prornci ekspor ttomodltffi pertanbn tananan
paqgafi dan pdenakan ungguhn daerdr;

e, merpolnr pcoggimmn bbil unggul di seklor pertmAm tasmn
psqgon dan pehrnakan;

t. menetapkan karnrasan pertanian tanaman pangan dan
@arlHpadu;

g. nuelalcanakan peny*tltran peny# di bkar€ pertanlan tanarnan
pangan dan peternakan;

h. merqBdbkan dukungan penfnCafan eradt<asi orgartXxne
pengganggu turnbuhan, lrcf,na dan penyakft di bidang pertanlan
tanaman pangan;

i, menyedialcen dukungan pengerda$an eradkasi heuan dan
pnyakit dibidarg pernakan;

i, nelakukan pengaurasan psrtenftan, ptptilq pestbitla, aH dan
nesin di bidang pertar*an tanaman pangnn;

k. melaksanakan pendidkan dan pelatihan Sumber DE a Manusia
bUang pertranian tanaman pangan dan petemakan; dan

l. melakukan pengorx*alian rnutu dan kearnanan produksi di bidarqil
pertanian tanaman pangan dan petemakan serta memberftdn
pelayanan teknis adminlstratif kepada ins"tansi terl€it dabm
rangka peningkatan produksi di selilor pertanbn tanaman
pangan dan peternakan.

25-Ketentuan Pasal 76 a:fat (1) huruf c dihapus, Efiat (2) huruf a,
huruf b diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal T6 bertxrnyi
sebagaiberikut:

Pasal 76

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Dihapus;
d. Bidang Kehutanan;
e. Bidang Perkebunan;
t. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasildan Bimbingan Usaha;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiridari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Dihapus

(4) Bidang Kehutanan, terdiri dari :

a, Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
b. Seksi Prasarana dan Produksi Kehutanan;
c. SeksiTertib dan Peredaran Hasil Hutan.

(5) Bidang Perkebunan, terdiri dari : I'

a. Seksi Teknik Produksi Perkebunan;
b. Seksi Usaha Tani;
c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

l6
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2T.Ketentuan Pasal 88 ayat (1) hurufc, ayat (5) huruf c dan ayat (6)

huruf c dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (4) huruf b' ayat
(5) huruf a, ayat (6) huruf c dan ayat (8) huruf c diubah serta ayat
(3) dihapus, sehingga Pasal 88 berlcunyi sebagai bcrikut :

(6) Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil dan Bimbingan Usaha'
terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Usaha;
b. Seksi Teknologi dan Pengolahan Hasil;
c. Seksi Peningkatan Mutu dan Femasaran.

26.Ketentuan BAB XVl, Pasal 82,83,84,85,86 dan Pasal 87

dihapus.

Fasal p8

(1) Susunan Organisasi Dinas SosiFl, Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Dihapus;
d. Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial;
e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi;
f. Bidang Ketenagakerjaan;
g. Bidang Pengawasan Ketenagpkerjaan;
h. Bidang Mobilitas Penduduk; i

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
j. Kelompok jabatan Fungsional,

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a- Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Dihapus.

(4) Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:' 'a. 
Se'[<si Pemberdayaan $osial Masyarakat, Organisasi Sosial

dan Kemitraan;
b. Seksi Jaminan Kesejghteraan Sosial dan Pengumpulan

Sumbangan Sosial;
c. Dihapus.

(5) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, terdiri dari:' 'a. 
Se-ksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia

serta Penyandang Cacat;
b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila'

Narkoba dan Eks Narapidana;
c. Dihapus.

(6) Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:' 'a. 
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan

Kesempatan Kerja;
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b. Seksi Pembinaan Hubungan lndustrial dan Jaminan
Ketenagakerjaan;

c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

(7) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
a. Seksi Norma Kerja, Tenaga Kerja Wanita dan Anak;
b. Seksi Kesehatan Tenaga Kerjg dan Lingkungan Kerja;
c. Seksi Keselamatan Kerja.

(8) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan;
b. Seksi Pengerahan dan Penhtaan Penduduk;
c. Seksi Pemberdayaan Masyprakat Kawasan Transmigrasi

Lokal.

2S.Ketentuan BAB Xvlll Pasal 94 ayat (1) huruf c dihapus dan
huruf g, ayat (2\ huruf a, huruf b, ayat (7) diubah serta ayat (3)

dihapus, sLhingga BAB )O/lll Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

BAB Xvlll

DINAS PERHUBUNGAN, PAR]W]SATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama

Susunan dan (edudukan
Pasal p4

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan

Kebudayaan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. bihapus;
d. Bidang Perhubungan Darat;
e. Bidang Perhubungan Laut;
f. Bidang Perhubungan Udara;
g. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
i. Kelompok Jabatdn Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri ddri :

a. Sub Bagian Unium dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Proqram dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Dihapus.

(4) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan;
b. Seksi Angkutan;
c. Seksi Sarana dan Prasqrana'

(s) B
a
b
c

idang Perhubungan Laut, terdiri dari :

. Seksi Angkutan dan Kepelab(hanan;

. Seksi Perkapalan dan Kepelaytan;

. Seksi Penjagaan dan Pgnyelamatan.

(6) Bidang Perhubungan Udara, ter(iri dari :

a. Seksi Angkutan dan Bandar Udara;
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b. Seksi Sertifikasi dan Kelaikan Udara;
c. Seksi Telekomunikasi, Navigasi dan Listiik.

(7) Bidang Kebudayaan dan PariwisFta, terdiri dari :

a. Seksi Kebudayaan;
b. Seksi Pariwisata;
c. Seksi Sarana dan Prasqrana.

29. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal
95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

30.Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah
Perangkat Daerah sebagai unsuJ pelaksana pemerintah daerCi
di bidang perhubungan, pariwisate dan kebudayaan.

(2) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan'tertanggung
jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 96

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di
bidang perhubungan, pariwisTta dqn kebudayaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Fasal 97

Untuk menyelenggarakan tugas Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96, Dinas Perhubuqgan, Pariwisata dan Kebudayaan
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, pariwisata

dan kebudayaan;
b. penerlcitan rekomendasi perizinan, pembinaan usaha dan

pelaksanaan pelayanan umum dipidang perhubungan, pariwisata

dan kebudayaan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perhubungan,

pariwisata dan kebudayaan;
d. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa dibidang

perhubungan, pariwisata dan kebudayaan;
e. pengelolaan dibidang ketatausahAan Dinas; dan

f. pembinaan Unit Pelaksana Teknip Dinas (UPTD); dan

g. pelaksanaan tugas-tugas l(edinagan lainnya yang diberikan oleh- 
Bupati sesuai dengan tugaE dan fungsinya;

3l.Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berhunyi sebagai
berikut:
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32.Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 98

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan
mempunyai kewenangan:
a. mengusulkan penetapan jalurpenyeberangan;
b. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang

kelas ekonomi;
c. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan

alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu
lintas jalan kabupaten, dpnau, sungai dan laut dalam wilayah
diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut;

d. mengusulkan rekomendasi dqn menetapkan perizinan dan
penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan
perhubungan darat;

e. mengusulian penertiban sistgm jaringan transportasi jal'dn

kabupaten;
f. melakukan pembinaan pengusqhaan angkutan darat;

S. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib
pemanfaatan jalan;

h. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat
kendaraan pengangkutan barang;

i. mengusulkan penetapan lintas penyeberangan anltr
kecamatan;

j. menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
k. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lin!q-s;

l. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana
perhubungan darat;

m. melakukan penelitian kecelqkaan angkutan darat dan
perbaikan daerah rawan kecelakaan;

n. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai
jalan;

o. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan
bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat;

p. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas
dan angkutan;

q. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait
yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan

laut;
r. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkd

keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
s. menetapkan izin pembangunan pelabuhan laut;

t. melakukan penetapan ' kebij4kan tatanan - -den perizinan
pelabuhan;

u. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut;

v. melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan

dokumen kaPal;
w. melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pai6k

(PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan
(ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);

x. memberikan iTin pelaksanaan kegiatan salvage/ pekefam
bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari

garis Pantai;

/20



)t

y. melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman,
pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka
kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas Jpantai
didaerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai;

z. melakukan penetapan dan pemperian izin lokasi Bandar Udara;
aa. membuat rencana teknis Bandar Udara Umum meliputi

pembuatan rancangan awal dan rancanganteknik terinci yang
mengacu pada standar yang berlaku;

bb. memberikan izin Flight Approvaf Domestik;
cc. mengusulkan penetapan perizinan usaha angkutan udara;
dd. membertka.n izin kegiatan penunjang Bandar Udara;
ee. memberikah izin Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
ff. memberikan rekomendasi dan perizinan operasional Bandar

Udara Umum dan Bandar UdarA Khusus;
gg. memberikan rekomendasi pepetapan jam operasi Bandar

hh. mengusulkan status Bandar U{ara Domestik;
ii. mengadakan pengecekan kplaikan fasilitas -keselamatan

penerbangan di Bandar Udara milik pemerintah dan swasta;
jj. mengadakan evaluasi kasus-kasus kecelakaan pesawat udara;
kk. melaksanakan pembinaan kegiEtan keselamatan penerbangan;
ll. melaksanaan Bimbingan Tekniq di bidang Perhubungan;
mm. memelihara sarana dan prasarana kebudayaan dan

kepariwisataan serta peng atu raf pen gg u naan nya ;-"
nn. melaksanakan pemungutqn resfribusi atas penggunaan sarana

atau prasarana kebudayaan darrr pariwisata; ltlt -

oo. melestarikan museum, svyaka peninggalan sejarah,
kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan
pengembangan bahasa serta bgdaya daerah;

pp. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang
kebudayaan dan pariwisata;

qq. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang
kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Syariat lslam;

rr. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata; dan
ss. memberikan rekomendasi Pgrizinan atraksi/pertunjukan di

bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

33. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) hurUf c dihapus huruf f diubah, ayal
(2) huruf a dan huruf b diubah dan ayat (1) ditambah 1 (satu)
huruf sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIX

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan
Pasal 100

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Dihapus;
d. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir;
e. Bidang Perikanan Budidaya;
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f. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu Sumber Daj/h
Kelautan dan Perikanan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsionaf.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Dihapus.

(4) Bidang Pengelolaan Perikanan Tqngkap dan Pesisir, terdiri dari :

a. Seksi Prasanna Tangkap dan Tata Ruang Kelautan dan
Perikanan;

b. Seksi Pengembangan Sararla, Usaha dan Pemberdayaan
Masyarakat Perikanan;

c. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Taman Laut.

(5) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari
a. Seksi Prasarana dan Tata RuEng Perikanan Budidaya;
b. Seksi Saranb dan Prasarana Fembenihan;
c. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budi Daya.

(6) Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan, terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Sarana, Prasarana dan Pengendalian
Sumber Daya;

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil;
c. Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum.

34.Ketentuan Pasal 106 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (1) huruf e,

ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (5) diubah serta ayat (3) dan
ayat (5) huruf c dihapus, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 106

(1) Susunan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan,
terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Dihapus;
d. Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi;
e. Bidang Kebersihan;
f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;
g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Dihapus.

(4) Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi, terdiri dari :

a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan;
b. Seksi Pembinaan Pasar;

c. Seksi Pelayanan dan Retribusi'
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(5) Bidang Kebersihan, terdiri dari:
a. Seksi Kebersihan dan Pengarlgkutan Sampah;
b. Seksi Pemusnahan Sampah dan Air Kotor;
c. Dihapus.

(6) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, terdiri dari:
a. Seksi Pertamanan;
b. Seksi Penerangan Jalan;
c. Seksi Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan.

Pasal ll

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lhokseumawe
t)Februari 2010M
?1 Shafar 1431 H

Agar setiap orang dapat mpngetahuinya memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di
pada tfnggal

(tx *,:MH urA#l

HAMID

Diundangkan
pada tanggal

di Lhokseumawe
t3 a 1

I
S 11431 H

RAH
ACEH ureRa,

S BU DIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARATAHUN 2O1O NOMOR

I
i
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS GIANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TA}Tt'N 2OO8
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalarir rangka melaksanakan dan mendukung tugas-tugas Pemerintahan
Kabupaten Aceh Utara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas lGbupaten Aceh Utara, namun setelah dievaluasi dan pengkaiian dalam
lmplementasi hasilnya tidak efektif dan efiEien sEhinggra perlu dilakukan langkafF
langkah penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu
membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun
lGbupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

CukuP jelas

Pasal 12

CukuP jelas

{,
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Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 94

Gukup jelas

rl
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Fasal gS

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal g7

Cukup jetas

Pasal gB

Cukup jetas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal ll

Cukup jelas

ISHHAN 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O1O
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